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PUTUSAN
Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 07 Januari 1995,
agama Islam, pekerjaan Wiraswata, Pendidikan
Diploma lll, tempat kediaman di Sri Pelayang RT 04
Sarolangun  Kembang, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 24 September 1995, agama
Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Dinas Camat
Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten
Sarolangun, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2019
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Srl, tanggal

05 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten
Sarolangun Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
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0030/030/1/2018 Seri JA, tanggal 25 Januari 2018 dan setelah akad nikah

Tergugat mengucapkan sighat ta’lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta

Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat selama 8 bulan, Kemudian Penggugat dengan
Tergugat pindah ke rumah orangtua Terguggat sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama : Muhammad Fathan Al Ghazal bin
Revinaldi Edo Saputra lahir tanggal 22 Juli 2019;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun
saja hanya 3 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan antara lain:

a Bahwa Tergugat selalu mengonsumsi narkoba serta main judi;

b. Bahwa Tergugat pacaran dengan wanita lain;

c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, selalu malakukan kekerasan kepada Penggugat serta
mengancam Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2019 disebabkan bahwa
Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau
berubah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran, akibat dari kejadian tersebut Tergugat memukul
Penggugat serta mengancam Penggugat dari kejadian itu Penggugat
kembali ke rumah orangtua Penggugat yang sampai saat ini Penggugat
dan Tergugat telah berpisah 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat;

6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad
Fathan Al Ghazal bin Revinaldi Edo Saputra yang lahir tanggal 22 Juli
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2019 yang perlu asuhan seorang ibu yang sekarang dibawah asuhan
(Hadhanah) Penggugat;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama
Muhammad Fathan Al Ghazal bin Revinaldi Edo Saputra yang lahir tanggal
22 Juli 2019 kepada Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/030/1/2018 Seri JA, tanggal
25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun (P);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup
serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Hazami binti Khaidir, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xx,
tempat kediaman di RT 04 Sei Belati, Kelurahan Sarolangun Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 24 Januari 2018;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 bulan, kemudian
pindah ke rumah orangtua Terguggat sampai berpisah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fathan Al
Ghazal yang lahir tanggal 22 Juli 2019;

- Bahwa sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi
tinggal bersama karena terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
Tergugat mengonsumsi narkoba serta main judi, menjalin hubungan
dengan wanita lain dan Tergugat suka malakukan kekerasan kepada
Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat mengasuh dan
merawat secara baik anak Penggugat dan Tergugat bernama
Muhammad Fathan Al Ghazal,

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah
tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin;

- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nurhasanah binti Arsad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 04 Sei Belati,
Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten
Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 24 Januari 2018, kemudian Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 8
bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Terguggat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
bernama Muhammad Fathan Al Ghazal yang lahir tanggal 22 Juli
2019;

- Bahwa sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi
tinggal bersama karena terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
Tergugat mengonsumsi narkoba serta main judi, menjalin hubungan
dengan wanita lain, dan Tergugat suka malakukan kekerasan kepada
Penggugat;
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- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat mengasuh dan
merawat secara baik anak Penggugat dan Tergugat bernama
Muhammad Fathan Al Ghazal;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah
tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin;

- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih
dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk
mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan
Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil/lkuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak
disebabkan oleh alasan yang sah, namun Hakim tetap berusaha
mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi
dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi
tidak berhasil;
Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana
dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;
Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat
memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun:
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama
Muhammad Fathan Al Ghazal bin Revinaldi Edo Saputra yang lahir tanggal
22 Juli 2019 kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di
depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg
perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal
tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Rawdah al-Talibin wa
‘Umdah al-Muftin karya al-Nawawt (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang
berbunyi sebagai berikut;
ofle 234015 15 3231 Elas 55 0 3% 3l au)lsn 53] 385 Ol
Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-
bukti, serta memutus gugatan tersebut”;
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Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok gugatan Penggugat yang
memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in
sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) adalah karena
antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa alasan sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim
telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg,;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam
persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat
mengonsumsi narkoba serta main judi, menjalin hubungan dengan wanita
lain, dan Tergugat suka malakukan kekerasan kepada Penggugat;

- bahwa selama kurang lebih 8 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal
yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan tanpa
ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga
hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah
putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi’/kembali, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali
membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian
sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan

untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut
hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali
dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-
alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat
(2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat agar Pengadilan
Agama Sarolangun menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat
yang bernama Muhammad Fathan Al Ghazal bin Revinaldi Edo Saputra yang
lahir tanggal 22 Juli 2019 kepada Penggugat, hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan

keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam

persidangan yang pada pokoknya adalah:
bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama
Muhammad Fathan Al Ghazal yang lahir tanggal 22 Juli 2019;

- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah usia 12
tahun;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari Tergugat yang suka
mengonsumsi narkoba serta main judi, menjalin hubungan dengan wanita
lain, dan Tergugat suka malakukan kekerasan kepada Penggugat;

- bahwa selama terjadi perpisahan tersebut, Penggugat mengasuh dan
merawat anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156
Kompliasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, maka
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya, kecuali ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai
perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani,
kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka dapat dialihkan pada
ayahnya;

Menimbang, bahwa selama terjadi perpisahan selama kurang lebih 8
bulan ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Penggugat
sebagai ibu dari anak tersebut dianggap cakap, tidak mengabaikan atau
mempunyai perilaku baik demi pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan
intelektual dan agama anaknya;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha

mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk
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bermusyawarah dengan Tergugat, namun dalam kesimpulannya Penggugat
tetap pada pendiriannya;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat agar Pengadilan
Agama Sarolangun menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat
yang bernama Muhammad Fathan Al Ghazal bin Revinaldi Edo Saputra yang
lahir tanggal 22 Juli 2019 kepada Penggugat beralasan menurut hukum,
sehingga dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain
yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

4. Menetapkan anak bernama Muhammad Fathan Al Ghazal bin Revinaldi
Edo Saputra lahir tanggal 22 Juli 2019 berada di bawah asuhan
(hadhanah) Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp

496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadlan Agama Sarolangun pada
hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26
Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.l. sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah
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sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Rincian biaya:

Hakim,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00

2. Pemberkasan/ATK Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 380.000,00

4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)
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